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I. UMUM 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan pelaksanaan penyediaan 
dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pemanfaatan Gas Bumi 
di masa yang akan datang, dituntut pengaturan dan pengawasan yang 
efektif agar tercapai penyediaan minyak dan gas bumi yang mampu 
mendukung penyediaan energi bagi kebutuhan masyarakat dan 
mendorong peningkatan perekonomian nasional sehingga terciptanya 
industri nasional yang mampu bersaing, menciptakan lapangan kerja, 
memperbaiki lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat.  
Sejak berdirinya Badan Pengatur, sampai dengan saat ini jumlah 
Badan Usaha di bidang hilir minyak dan gas bumi yang diatur dan 
diawasi sudah meningkat sangat signifikan, serta semakin 
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kompleksitasnya pendistribusian bahan bakar minyak, sementara 
disatu sisi pelaksanaan pengawasan sesuai organisasi Badan 
Pengatur saat ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang tidak efektif. 
Ketidak-efektifan tersebut dikarenakan Kelompok Kerja merupakan 
jabatan fungsional yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 
tugas pengawasan yang memerlukan hierarkhi. 
Mencermati beban tugas di atas, maka kebutuhan organisasi Badan 
Pengatur dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan peningkatan 
pencapaian kinerja serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat 
agar ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar 
minyak tepat sasaran serta meningkatnya pemanfaatan gas bumi di 
dalam negeri menuntut bentuk organisasi struktural agar terdapat 
kejelasan dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas Badan Pengatur. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dilakukan 
perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 
tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui 
Pipa. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Cukup jelas. 

Pasal II 
Cukup jelas. 
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